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PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2023/MS.Sgi
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Tuha Biheue / 17/04/1984, Agama Islam,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
SMP, Alamat Gampong Tuha Biheue, Kecamatan
Muara Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Papeun / 10/08/1977, Agama Islam,
Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Gampong
Papeun, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie,

sebagai Tergugat;
Mahkamah Syariyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2023
yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Sigli dengan register
perkara Nomor 302/Pdt.G/2023/MS.Sgi, mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal 03 November 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie,
(Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/01/X1/2011, tanggal 07 Juli 2023);

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di Gampong Tuha
Biheue, Kecamatan Muara Tiga sampai dengan bulan Juni 2021 kemudian
Tergugat pulang ke Gampong Papeun, Kecamatan Muara Tiga Kabupaten
Pidie sampai dengan sekarang;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis selama 5(limat) tahun keudian terjadi perselisihan dan
percekcokan disebabkan:

4.1. Terggugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada
Penggugat;

4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

4.3. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata
kasar;

4.4. Tergugat telah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni

2021 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering kali di damaikan dari
pihak orang tua gampong akan tetapi hanya damai sebentar kemudian
terjadi lagi percekcokan;

7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi
Penggugat dan dapat mengganggu mental Penggugat, maka Penggugat
melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Mahkamah Syariyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Kamaruzzaman Bin
Ahmad) terhadap Penggugat (Ramaniah Binti Bidin);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku;

SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau apabila Hakim Mahkamah Syariyah Sigli berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak
hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi
yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan
Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar
keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

bukti sebagai berikut:
1. Bukti Surat
1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P.1)

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti
P.2);

2. Saksi-saksi

2.1. Saksi |, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi perangkat

desa ditempat Penggugat tinggal;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam beberapa tahun tahun belakangan mulai terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak setuju Penggugat merawat ibunya

yang sudah sakit parabh;

- Bahwa saksi mengetahui perselisinan dan pertengkaran Penggugat
dan Tergugat karena saksi mendengar cerita/laporan dari Penggugat
mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya

yang sudah tidak harmonis;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2

tahun terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh
orang tua kampong namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan

Tergugat;

2.2. Saksi l, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi
perangkat desa ditempat Penggugat tinggal;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam beberapa tahun tahun belakangan mulai terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak setuju Penggugat merawat ibunya

yang sudah sakit parabh;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dan Tergugat karena saksi mendengar cerita/laporan dari Penggugat
mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya

yang sudah tidak harmonis;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2

tahun terakhir;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh

orang tua kampong namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti
tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokonya tetap dengan

dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang
berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang
dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan
tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/lkuasanya yang sah
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata
ketidakhadirannnya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga
tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara
aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada
tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap

mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini
pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan
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bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dalam
beberapa tahun terakhir karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan masalah nafkah yang akibatnya antara Penggugat dengan

Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat
didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat
beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan
bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan
tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena
menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan
pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau
orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang
diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1, P.2, dan 2 (dua)

orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta
autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai
cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata
sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1)
dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985
tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa
alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat)
harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pidie
sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah Idi untuk
memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal
73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta
Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami
istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan
Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang,
keteranagan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang

disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam
suatu ikatan perkawinan yang sah;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai
anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering
terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak
bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 2
tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak

berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak
melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). “Suami
istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan
secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut
dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat
dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak ...
hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga
sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat,
namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syari dari kitab
Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat

majelis yang berbunyi:
adll (uolall ade gllo lg> 9] a> g ll ans, pac il Iilg

Artinya: “Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka

hakim menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (
f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan

tidak melawan hukum;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan
ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat
untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan
verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang

berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kamaruzzaman Bin Ahmad)
terhadap Penggugat (Ramaniah Binti Bidin);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 147.000,00 ( seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syariyah Sigli pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami
Hasanuddin, S.H.l, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan
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Adeka Candra, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi
oleh Hj. Kamariah, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Pemohon dan Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis Hasanuddin, S.H.l, M.Ag

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Hj. Kamariah, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran :Rp  30.000,00

- Biaya Proses :Rp 50.000,00

- Biaya Panggilan :Rp  20.000,00

- Biaya Pengadaan :Rp 7.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 20.000,00

- Biaya Redaksi :Rp  10.000,00
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- Biaya Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 147.000,00

(Seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
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